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PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG
DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA

@ieh Roosem@ Hargowadlgd@, S.H., M.Hum.

E Pendahuloan

- Membicarakan masalah rahasia dagang di Indonesia, diawali dengan
kasus Cohen v Lindenbaun. Ada dua kantor percetakan buku, yang satu
‘bernama Cohen dan lainnya bernama Lindenbaun. Dua kantor perceta.kan
'zm ‘saling bersalng untuk ~‘merebut pasaran. Pada:suatu -hari- seorang
pegawai 'dari Lindenbaun dibujuk oleh Cohen dengan berbagai pemberian
hadiah, supaya memberitahukan kepada Cohen turunan dari penawaran-
penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaun kepada masyarakat dan
memberitahukan pula nama-nama orang yang melakukan pesanan di
kantor Lindenbaun serta minta keterangan mengenal harga cetak. Dengan
tindakan ini Cohen bermaksud mempergunakan “informasi” itu untuk
melakukan svatu siasat agar masyarakat lebih suka pergi ke Cohen
daripada ke Lindenbaun.

Tindakan Coften ini diketahui oleh Lindenbaun, dan oleh karena
merasa dirugikan Cohen, Lindenbaun menggugat Cohen ke muka
Arrondissementrechtbank (sama dengan Pengadilan Negeri) di Amsterdam,
Lindenbaun menamakan tindakan Cohen itu suatu perbuatan melanggar
hukum eks Pasal 1401. Burgerlijk Wetboek Belanda (sama dengan pasal
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia)' dan minta ganti
rugi.

Dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama, yaitu di
Arrondissementrecht bank, Cohen dikalahkan. Tetapi dalam pemeriksaan
banding di Gerechtschof (sama dengan Pengadilan Tinggi) Amsterdam,
Lindenbaun dikalahkan berdasarkan yurisprudensi bahwa tindakan Cohen
tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, karena tidak dapat
ditunjuk svatu pasal dari Undang-undang yang telah dilanggar oleh Cofen.

Lindenbaun mohon pemeriksaan kasasi dan akhirnya Hage Raad

(sama dengan Mahkamah Agung) memenangkan Lindenbaun dengan
menyatakan, bahwa: pengertian perbuatan melanggar hukum eks Pasal

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menentukan, bahwa: Tiap perbuatan

melenggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang %:111; mewajibkan orang yang kareaz
salahnya hithan. ke i-renzganti-homsion. (R
2 2 T selut,
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1401 BW immtermasuk snatn perbuatan vang melanggar hak hukum orang :

lain, ‘atau: berientangan: dengan ‘kepatutan ‘atau. kesusilaan {goede zedei}

atau kepantasan dalam masyarakat dengan tanpa memperhatikan kepentingan. .
orang lain’( indruist tegen dé zorgvuldigheid, welke in her maarschappelijk:

verkeer betaomt ten aanzien von -cens-anders persoon of . goed) .

< Dengan -demikian -istilah - Yonrechtmatige: daad”. ditafsirkan  secara .

lnas, sehingga melipnti juga suam perbuatan yang ‘bertentangan. dengan
kesusilaan atau bcrtemangan dengan yang dxanggap pama:) dalam pergau]an
mdup masyamkat : i ke ed

- Kemndian pada tahun 1994 tepatnya pada hari }u“nai 15 Ap;l 11994 |

i .Ma;mi@esh,_ 321 -Eg:m-.;_ke-arah.:_ba.mt.dar: Lkota Rabatr-Ibukota. Maroko;

Afrika Utara, dari pukul-13.30 sampai dengan pukul 17.30 waktu setempat. .

dokumen akhir. Putaran Uruguay setebal lebih dari.500 halaman dengan
lebih dari 28 kesepakatan. perdagangan global telah ditandatangani: oleh
125 Negara, termasuk JIndonesia.. Kesepakatan.di bidang perdagangan
global dengan diikuti lahirnya WTO/World Trade Organization itu, ditutup
secara resmi oleh Raja Hassan II dari. Maroko tepat pada pukul 18.15°

- Kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan global yang dihasilkan
dari ‘sidang tingkat- menteri para anggota GATT (General Agreement on
Tariff and ‘Trade) itu diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang
Republik Indonesia Momor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing  the . World. Trade  Organization (Peraturan Pembentukan
Organsiasi Perdagangan Duma)"‘

Salah sam keputusan dari. Agreemem Esrabhshuzg Ihe W()rl’d Trade
Organization itu adalah Annex IHC Agreement on Trade-Relared Aspects
of Intellectual Property Rights (d;smgkat menjadl TI‘IpS) atau Kesepakarcm
Mengenai Aspek- -aspek Perdagangan Yang Berkaitan Dengan Hak Kekavaan
Intelekiyal”. Tujuan Trips itu adalah untuk melindungi dan menegakkan
hukum hak kekayaan intelektual guna mendorong timbulnya inovasi,
pengalihan, seria penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama
pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan

3%

. Putusan Hoge Raad Negeri Belanda bertanggal 31 Januan 1919 dimuat dalam majalah “Nederiundsehe
Jurigpurdenie”  1919-101.

3. Kompas, Senin 26 Juli 1599, halamaa |,

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahua 1994 tenteng Pengesahan Agreement

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

Dunia}, disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Nopember 1994 Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahua 1994 Nomer 37, dan Penjelasannya dimuat di dalam Fambzhan

LA AR N BT BB  TdeEsia  NOmoT 3364,
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kesejahteraan sosial dan ekonomi seria keseimbangan antara hak dan
kewajiban®. Dan salah satu obyek perlindungan yang ditentukan oleh Trips
adalah mengenai “Perlindungan Informasi Yang Dirahasiakan” sebagaimana
diatur*di:dalam SECTION 7: PROTECTION OF UNDISCLOSED INF. OR-
MATION, Article 39 yang menentukan bahwa®

(1 )--Dalam rangka menjamin perlindungan efektif terhadap persaingan curang
i gebagaimana diatur dalam Pasal 10" Konvensi Paris (1967). Anggota
~“akan melindungi informasi yang dirahasiakan menurut ketentuan ayat:
(2) Pasal ini serta data yang diserahkan kepada pemerintah atau lembaga
:‘:g.pq;ggri_ntah menurai ketentuan ayat (3) pasal ini.

(2 “Orang ‘atau ‘badan hukum akan mempunyai kemungkinan untuk
s:Umencegah agar - informasi yang ‘secara hukum berada dalam
ipenguasaannya tidak diungkapkan kepada, diperoleh oleh, atau
v~digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan dengan “cara yang

bertentangan dengan prakiek komersial yang jujur” sepanjang
mformasx Hu: :

(a) ‘bersifat rahasia dalam arti bahwa informasi itu, sebagai suatu
~isibenda atau dalam bentuk konfigurasi dan rakitan yang tepat
. komponen-komponennya, umumnya diketahui di antara, atau
~mudah diakses oleh, orang-orang di dalam lingkungan yanv
 biasanya berurusan dengan jenis informasi itu.

“(b) “memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya, dan

(¢) menimbulkan alasan untuk merahasiakannya bagi orang yang
©U vfsecara hukum menguasai informasi.

(3) Anggota akan, pada saat meminta penyerahan test atau data lain yang
dlrahasmkan yang asal usuinya melibatkan usaha yang cukup banyak,

5. Anicle: 7 Trips: The Protection and enforcement of intellectual property rights should comtribute

.o the promotion of technological innovation and 1o the transfer and dissersination of technology.

" to"the mutial advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner
“conddtive to social and economic welfare and o a balance of rights and obligations.

6. SECTION 7: PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION., Article 39:

(1) In the cource of insuring effective protection against unfair competition as provided in Article

10bis of the Paris Convention (1967), members shall protect undisciosed information in

- -actordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies
in accordance with parageaph 3.

(2) Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within
; their centrol from being disclosed 1o, acquired by, or used by other without their consent
A, T2omanner comMrary to honest commercial practices” so long as such information:

(a) ts'scret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly
of fiecomponents, zenerally known among or readily accessible to persons within the circles

that normaily deal with the kind of miormation in question;




T %ebagdx syarat bagn pﬂmbemm pexsem uan; . mengenal s pemasaran

“produk Kimiawi farmasi atau’pertanian yang memaniaatkan bahan -

“komiawi biaruy mehndung: d&ta teréebut terhadap p;ngg_nnam komem“i .
yang curang.

' ""-"Keiunmgm yemv m&nymdi\an bahwa ‘cara vang bertentangan dengan
pmkt@k: Lomersza!' yang: jujur” maksudnya “setidak-tidaknya prakiek

seper pefanggaraﬂ kontrak; nuianggaran kepercayaan dan bujukan untuk

melakukan’ peianggaran serta mclsput; pemerolehan informasi  yang

E dﬂahassakan_ :m oiah_,p;ha}\, }(ehgd yang . tel’th mengemhu; atau secara
“sangat . 12 ' i
-_'ipememkhan _tu

bahwa pmktek 1iu Ctelabh dl”ﬁl]&kdn clalam__

fi‘xdanun Vaniz dlmaksudkan Amcle 10" Paris ‘Convention -"{19()7‘ T
adalah mengenal “unfair compertition” atau permmgun fm’cz!\ ;u;m yun Q
menentukan bahwa’; R 3

(I} ~Megara fmwota ‘Konvensi terikat“untuk menjamin ~warganya® atas
; 'perimmiﬁgadn hukum yang efekmf terhad‘tp pe;samwan tidak:. _]LIJUI

(:2_)_;'.';Semap tmdakzm pe1 samcan yana bertentanwan dengaﬂ {111(:%&1\ JUJLH di
dalam mdusir;al atau bamng dagdncan ciitetapixan cl1 daiam undmm-
:undancr temang persammn curang,

(3)1 ‘Berikut secara: khusus dapat dllamna

(b) hdts uonunema[ vaIm_ bu.nu‘;e 1( is su;.ru dﬂd

{c) has been subJu:l o 1casonablu su.ps under the circumances. h\ the person i.\ulullx B
- control of 'the information. 1o keep . it “scyet, e

© {3y Members, when requiring, as’ a-cordition of approving the marketing of phmm.muuml or
of agricultural chemical products which wilize new chemical entities. (he submissive of
undisclosed test or other data, the origination of which mvolves a considerable effort. shall
.+ protect such data agains unfair commercial use. In addition, members shall protect such data
against disclosure, exaepi where nwussar}, to protect the public. or uniess su,ps are |.1Lu1

'10 ensure ‘that the ‘data are protected against ‘unfait commercial use. :

7. ?ans Comentaon (1967)- Amcle 10bis:

(1) The countries of the Union -are :bound to assure to naiionals of sech couniries effective
.protection against unfalr competition,

{2y Any act of competition contrary o honest pm(_nces in mdusmal or mmmuu.\] mariers
~constituges and act of unfair competition.

(3) The following in particwlar shall be prohibited:
1) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the
establishment, the goods, or the industnal or commercial activities. of a competitor:
.2) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment,
the goods, or the indusirial or commercial activities, of a competizor:

3) indications or allegations the use of which in the course of trade 15 Hable to mislead the
public as to the nature, the manufacturing process, the characteristies. the suitability for

their purpose, or the quantity, of the goods.
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1) 'semua tindakan yang karena sifatnya menciptakan kebingungan
terhadap apa saja atau persoalan apapun terhadap penegakan,
- barang, atau industri atau aktifitas perdagangan, merupakan
saingan;

2) pernyataan tanpa bukti yang salah di dalam bagian perdagan gan

- yang karena sifatnya sebagai untuk mengesampingkan penegakan,

barang-barang, atau industri atan aktifitas perdagangan, merupakan
©saingan; _

3)  petunjuk/tanda pernyataan tanpa bukti pemggunaan demikian

" dalam bagian perdagangan adalah dapat dikenakan untuk

menyesatkan masyarakat sebagai sifat, proses produksi. ciri-ciri,

.pantas tidaknya kegunaan mereka atan kualitas barang.

II. Permasalahan

Dari sejarah rahasia dagang - dengan isi perlindungan data atau
informasi - yang diawali dengan kasus Colien v Lindenbawm yang disusul
kefnudi_an dengan adanya ketentuan Pasal 39 Trips berupa “cara yvang
bertentangan dengan praktek komersial yang jujur” serta ketentuan Pasal
10 Konvensi Paris berupa “unfair competition” itu, bagaimana Indonesia
mengatur masalah rahasia dagang terutama (i) bagaimana merumuskan
definisi rahasia dagang, (ii) unsur informasi apa saja yang bersifat rahasia
dagang; (1i1) siapa yang menjadi subyek rahasia dagang: (iv) apa fungsi
dan sifat rahasia dagang; (v) bagaimana hak dan kewajiban pemilik rahasia
dagang; (vi) bagaimana jika terjadi pelanggaran rahasia dagang dan
pengecualiannya; (vii) pemeriksaan gugatan pelanggaran rahasia dagang:
dan (viii) apa sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar rahasia
dagang.

Permasalahan itu dituangkan dalam wlisan berjudul “Perlindungan
Rahasia Dagang dan Beberapa Permasalahannya” dengan metode penulisan:
(1) menghimpun dokumen dan sumber-sumber bacaan yang berkaitan
dengan maksud judul bersangkutan, terutama sumber normatifnya; (ii)
menganalisis secara normatif atas dokumen dan sumber-sumber bacaan
tersebut dengan menyimpulkan dari yang umum ke yang khusus. dan (iii)
menyajikan dalam bentuk deskriptif perihal aspek hukum mengenai rahasia
dagang.

1I1. Definisi dan Unsur Informasi yang Bersifat Rahasia Dagang

Perlindungan hukum terhadap data dan informasi perlu diawali

oo SE RGO FALOR - MIGREONA-2Pa-yang-dimaleud -dengandate-Ganpa P Qrige ol o
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'dimdksud denﬂdn uzformcm Wal a.upun kedua istilah ini sering dlngékdil
_@ecam hervami -gantl, namun pembedaan ini dapat mambenkaﬁ pemahamin
yang lebih ba;k izd i\ saja da_r;_suduz teknologi temp_l juga dari” sudut
.yu;‘ld[b S o . apihe P el : 2

Data mer upakan reprf:sentasl formal Suatu konsep fdkta atau mbtmks:
Stddllgkdﬂ vang dimaksud dengan informasi adalah makna data ite bagi
manusia. Jadi, data mempunya; dua aspek, yaitu sebagai informasi
_potgnsml bagl deESld dan Seb&Udl ]I]btlukbi untuk }\Gmputu Info;mas{
bukanlah su’ttu bendd tetapx merupakan suatu p;osu; atau relaw ya:w
E&i’jﬁdl antasa p;}umn sesuoranﬂ dan Jems &t;mulabt tertentu

De,nmm dennkmn ma‘orma& adalah pandmwan subyeknf yang ddpdl
d;s;mpﬂ!kdn dari-representasi - obyektifnya yang-Kita sebut. data.-Data
sekedar representasi dari informasi: atau dari suatu konsep. sedangkan
informasi merupakan penafsiran: yang diberikan-oleh seorang pengamal
terhadap data. Informasi yang berbeda dapat dimunculkan dari data yang
sa;n_a,__tm'ﬁantunfr pada bagaimana data itu ditafﬁi;‘kan Data didefinisikan
sebagal “represeniations ()]’ mfmmanan m cone ep[s “dan tidak sebagai
mformam per Sé” \ '

~Dengan demikian informasi dm data adalah dua pengertian yvang
t:qu sinontm. Karena itu jika seseorang merusak atan mencuri data. ia
hanyalah merusak-atau mencuri representasi saja. dan bukannya informasi
aktual, yaitu gagasan - pengetahuwan itu sendiri. ‘Hal yang terakhir ini
mlsalnya dapat saja tetap ada dalam otak si pembuat atau dalam pikiran
siapapun vang mungkin telah memperoieh pengetahuan itu. Untuk mendapat
informasi. orang yanE memperoleh data itn masih harus menafsirkan atau
menguraikan data jtu. Pembedaan antara data dan informasi ini penting
khu‘;u‘;nva dalam rangka mengkaji dan membuat peraturan perundang-
undancan i bidang penyalahgunaan komputer dan pemerolehan tidak sah
dtas informasi.

Dengan ketentuan scbagaimana d1xebut1\aﬂ di dalarn Pasal 39 Trips
di atas, maka suata “informasi” dapat dikatakan sebagai “rahasia
dagang” apabila memenuhi 3 unsur, yaimn (1) informasi itu bersifat
rahasia; (2) informasi tersebut memiliki nilai komersial: (3) informasi
bersangkutan perlu dirahasiakan oleh pemiliknya. Ketentuan Trips vang
demikian itu disederhanakan menjadi®: informasi yang bersifat rahasia.

8 Crminai Code Kanada.
G A Ui, it do Prignantic e S5 348 Dasen. Bahasia Dagange-Programedds

Hukum. Universitas Dxponeﬂoro Semarang, 1999 di dalam salah sato modal kuliabnya.




karena tidak merupakan pengetahuan umum masyarak'it atau tidak d:ketdhm
secara terbuka oleh orang atau pihak-pihak yang kegiatannya bmsa
_menggunakan informasi serupa itu, memiliki nilai ekonomi atau komersial
karena dapat dwunakan untuk menjalankan kegiatan usaha ydno
menghasilkan keuntungan, dan dengan upaya semestinya senantiasa dij jaga
kerahasiaannya oleh orang atau plhak«plhak yang secara hukum menﬂuasaa
mformam tersebut

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang
Rahasm Dagang 200{)“’ yang dimaksud dengan Rahasia Dagang adalah

--mforma31 yang tidak diketahui oleh nmum di bldang teknologi ddn/atau '

bisnis, mempunyai nilai ekonoml karena berguna dalam kegiatan usaha,
dan: dijaga kerahaszaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sedangkan
‘lingkup atau jenis rahasia dagang dapat berupa “metode produksi, metode
pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/
atau : bisnis yang mem:hk; nilai ekonomi dan tidak diketahui o]uh
masyarakat umuin’’ :

3 Rahas:a dagano mendapat perlindungan hukum apabila informasi
tersebut bersifat rahasia, mempunyail nilai ekonomi, dan d1|dg‘z
kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, Maksudnya. semua
langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, kepattan harus
dilakukan, misalnya di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku
berdasarkan praktek umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/amu
dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri.

Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan
bdca:mdna rahasia dagang tersebut dijaga dan siapa yang berianggunu
jawab atas kerahasiaannya. Sedangkan informasi dianggap bersifat rahasia
apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak
diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki
nilai ekonomi apabala sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan
untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat
meningkatkan keuntungan secara ¢konomi. Dan informasi dianggap dijaga
kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah
melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Di samping definisi tentang rahasia dagang yang demikian itu ada
defnisi lain tentang rahasia dagang atau trade secret, yaitu rahasia dagang

10. Undang-tUndang Rahasia Dagang yang dimaksed adalah Undang-undang Republik Indonesia Nonsor
30 Tahur 2000 tentang Rahasia Dagang, disahkan, diundangkan. dan mulai berbaku pada tanggal 20
Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomoer 243. dan

)

Perjetasannyae-dinvenrdi-datur- Tambrhr Db Mo R T O e Ioms T
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' adalah terdiri. -dari - formula, pola, . alat_perlengkapan atau himpunan -
mformam yang dxgunakan dalam suatu blsms dan yang memberx kesampatm_'_i’
untuk memperoleh. keuntungan dari. samgan yancr tldak mengemhul aim’f'
tidak menggunakannya. Juga suatu, ormula campuran, kimia, suaty prose
“produksi, pemeliharaan atay. perawatan bahan- bahan suatu yo]a mesm atau
alat _perlengkapan lain, atau. daftar. konsamen” i

Art1 lain teptang. dee Secrel. adaiah*’ “hampir setiap mformas; atau
metode yang d}gunakan di dalam bisnis. dapat menjual mhasaa dagan jakd_
-udak semua tahu.dan: mengambll undakan pencegahan yang pantas untuk
- menyimpan kerahasman Istilah. dapat d;tempkan pada formula,’ pola'"’
“himpunan, prowram alai perlengkapan teknik, atan proses. Informas; yang
spé'élfzk sebagai perhndunaan rahasia dagang diberikan termasuk prose _
*kimia, proses mungeias suatu formula krem cukur yang diberi temn;m'
uddra presisi fape rece rder srstem pendmfran untuk strategi bahan-bahan,
batubara uniuk’ meiapxs penaermg Semen, proses untuk ‘membuat spongé.
terbuat dan kapas yang d:pres untuk mandi, alat portabel untuk niengangkat'

kontainer, dan proses mengumpuikan potongan potonwdﬁ logam

Di samping itu dalam mendeﬁmsxkan dan arii mfarmm: mhaua -
dapat ditelusuri melalui putusan pumsan pengadilan, terutama pengadilan
yang bukan berasal dari Indonesia. Misalnya, di- dalam: putusan Pengadilan
Tinggi di Inggris: pada kasus Fecenda Chikken Lrd. v Fowler (1986).
bahwa yang dimaksud dengan “confidental information™ adalah informasi
yang secara tegas tertuang di dalam suatu perjanjian kerja. Sedangkan di
dalam kasus Lansing Linde Ltd. v Kerr (1981), bahwa yang dimaksud
dengan confi dential mformanon adalah“ penama bahwa :nformasr iersebuz

{1.the, Restatement of the Law of Torf Section 757: may. consist of any formula. puttern. deviee
of compilation of information which'is uséd in'one’s business. and which gives-him an opportunity
to obtain an advantage over competitors who do not know or usg it It may be @ formua for
a chemical compound. a process of manufacturing, {reating or presen ing mah.rmi:, a pattern for
a machine of other device, or a list customers. :

12.the Business Lawyt,r..\fol. 41, February. 1986, hal. 556: almost any information or method wsed
in business can be a trade secret if it is mot generally known and proper precaution are faken
‘to retairi secrecy. The termican. be applied to a formula. pattern, compilation. program. device.
technique, .or process. Specific information for which trade secret protection has been granied
include a chemical process, a welding process, a formula for pressuized shaving cream, a precision
tape recorder-producer. a storage system compressed cotton bath sponge. a porable freight
container. and a scrap metal recovery process’.

13.1bid. Dir. Cita Winda Priapanca, tefjemahan bebas dari kasus Lansing Linde Ltd. v Kerr (1991}
a) information used in trade or business:
b) of which the owner limits the dissemination or at least does not encourage or permit widespread
publication; and
¢y which if disclosed o a competitor would be liable (o cause real or significant harm to the
forthe
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dzgunakan di dalam perdaganoan atau bishis, kedna bahwa pemilik
mforma& membatasi penyebaran atau paling tidak - tidak menganjurkan.
atau menglzmkan publikasi yang meluas, keriga bahwa apabila diungkapkan:
kepada salah seorang kompemor akan dikenakan sanksi karena sebab-:
sebab yang nyata atau dengan alasan kerugian yang penung atau sangat.
beraru bagi pemilik informasi rahasia: tersebut.

" Definisi dari informasi rahasia di-Amerika Serikat juga dapat dibaca
pada kasus Peabody v Norfolk (1868)" yang menentukan bahwa yang
d;ma_ksud dengan mhasm atau “confidential” adalah “kerahasiaan suatn

' mformam txdak hllang dengan dmngkapkannya secara rahasia kepada agen
atau pembantu yang mana tanpa bantuannya mforma51 tersebut tidak akan
bermanfa&t A :

§

Def:ms} raha31a dagang juga dapat berarti bahwa®: “.. necessc}f"\';
for a. definition. of trade secret ... one pos;b!e definition is presented as:
information including but not !umted to a formula, partern, (omptiarwn
programme, methode, technique or process, or information mmcuned az
embodzed ina p:oduc! device or mechanism which:

a)._. is, or may be, used in a trade or business; and

b} is not generallv known in that trade or business; and

¢) has economic value from not being generally known; and

dy _':zs Ihe Subjecr of efforts rhar are ieasonab!e Lmde;r the cmumsmnce
R 7 mammzn zrs secrecy”, : S

Di dalam Criminal Bill (1989) di New Zealand dijelaskan, bahwa
trade secret means any information which:
ay is, or has the potential to be, used industrially or commercially:
by . is not genefaliy available in indusirial or commercial use: and

c¢)  has economic value or potential economic value to the possessor of
the information; and

d) ' is the subject of all reasonable efforts to preserve its secrecy.

Dari sekian literatur yang menjelaskan masalah rahasia dagang atau
trade secret tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa:

t4. Amerika Serikat dapat dibaca pada kasus Peabody v Norfolk (1868) yang menentukan bahwa
yang diamksud "confidental” adalah: “a scret of trade or manufaciure does not lose its character
by being coafidentially disclose to agents or servants. without whose assistance it could not be
made of any value™.

I5. WD, Howle, Al Park & Son. di dalam makalabaya yang berjudul “Prorection aof Trade Secrer

s e R Eiad PerpEenve ™ RaTEIaR T
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'i..”:.';:'/aﬂg menjadi obye}{ puimdunvap mhama daszcmﬂ adalah mf{)mmsl
:vang bﬁimfat Y"thdhla ' ST o R

_.vnfermdsz mhasia Eeisebut memlixki midx E‘.‘kDiEOmi

; “pemilik informasi yanﬂ bLI‘S!fdt mhasm burup'wa “mmenjaga
-‘=-Karahaszaannya SHREE : e

tersebut tidak dlkemhm secam wmum oiei mdsyamkat amu dlkLlﬁ&hL‘il
1gew§a ierbams oleh plhak plhdk tertentu baik penemunya sendiri maupun
5-pzha§< ving' menerima “informasi’ “rahasia bersangkuian; (i) ‘informasi
‘tersebut “memiliki’ nilail eiconomi apablia ‘dengzan’ sifat kem}mszaam:vu
tersebut ‘dapat dieksploitasi’ dLngan menghasilkan’ keuntingan “secara
ekononii; dan (iii) informasi bersangkutan dianggap telah ada upaya‘uniuk
dijaga kerahasiaannya:apabila pemiliknyz atait si penerima hak melakukan
lipaya-upaya perlindungan mélalui langkah-langkah yan g patut’ dan‘'memadasi
untuk menjaga dan  mempertahankan’ kerahasiaan “dari ‘informasi
bersanvkutan

Sedangkm 1§ nﬁkup atan jenis rahasia dagang dapat bempa netode
-pmdukxz metode pengolahan, metode penjualan, aau informasi lain di
bidang teknologi- dan/atau “bisnis wmg nwmrhkz nn’a[ e/\r)fmnu den ndnA
drAem!uu olelr mrmam.f\at‘ i ' ' ' 1) -

e Sui}yek Rahasm Dagang

Wdlaupun Undang Undang Rdhassa Dacaﬁg 7000 tidak secara khusus
menguraikan siapa saja orang atau badan-hukum dapat memiliki rahasia
dagang, tetapt dapat dijelaskan bahwa seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau suatu korporasi'® dapat memiliki rahasia dagang.
Rahasia dagang “dianggap” telah ada atau lahir pada saat seseorang
menermukan suatu penemuan - baru berupa .informasi yang mengandung
nilai ekonomis dan karena pertimbangan tertentu, yang oleh penemunya
sengaja dirahasiakan atau disimpan ‘sendiri (misalnya tidak dimintakan

16. Korporasi adalah kumpulan orang dan atan kekayasa vang lerotganisasi baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum (Pasal | angka i Undang-Undang Republik indonesia Nomor
31 Tobun 1899 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. disahkan, divndangkan. dan mulai
berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999 melafui Lembaran Negara Republik indonesia Tabua 1999
Nomor 140, dan Penjelasannya dimuat ¢t dalam Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomeor 3874, Undang-undang ini menghapus berlakunya Undang-undang Nomer 3 Tahun 1971
ientang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran

Neﬁ*am Homor 2Y0E),
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paten) dan dipertahankan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Sistem
kepemilikan suatu rahasia dagang adalah tidak konstitutif dan tentunya
juga bukan deklaratif. Artinya rahasia dagang tidak perlu didaftarkan pada
Kantor Hak Kekayaan Intelektual, tetapi juga tidak perln diumumkan
secara formal melalui suatu media atau cara-cara lain sehingga orang lain
dapat membaca, mendengar dan melihat, bahwa ia telah memiliki rahasia
dagang. Namun demikian kepemilikan rahasia dagang tetap dilindungi
hukt:m jika timbul suatu sengketa rahasia dagang.

e Kemudian yang dianggap sebagai pemilik rahasia dagang addiah
- orang yang menyatakan dirinya sebagai penemu yang secara teknis
‘menguasai rahasia dagang tersebut. Apabila suatu rahasia dagang terdiri
.dari beberapa bagian tersendiri yang dihasilkan oleh dua orang atau lebih,
m&ka-yéng'dianggap sebagal pemilik ialah orang yang memimpin serta
mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang itu, atan jika tidak
ada orang yang itu, orang yang menghimpunnya dengan tidak menaumng]
hak ‘masing-masing atas bagian rahasia dagangnya.

Apabila suatu rahasia dagang dirancang seseorang, diselesaikan oleh
orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang vang merancang,
maka pemiliknya adalah orang yang merancang rahasia dagang itu. Jika
suatu rahasia dagang dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain
dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam
dinasnya rahasia dagang itu dihasilkan adalah pemilik rahasia dagang,
kecualt ada perjanjian lain antara kedua pihak dengna tidak mengurangi
hak pegawai sebagai pembuatnya apabila penggunaan rahasia dagang itu
diperluas keluar hubungan dinas. Jika suatu rahasia dagang dibuat dalam
hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat
rahasia dagang itu dianggap sebagai pemilik rahasia dagang kecuali
apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

V. Fungsi, Sifat, dan Hak Pemilik Rahasia Dagang

Layaknya sebuah hak milik intelektual yang kelahirannya memerlukan
tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, rahasia dagang
memberikan hak khusns bagi pemiliknya untuk menggunakan sendiri
rahasia dagang miliknya itu, atau memberi lisensi kepada atau melarang
pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkap rahasia
dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
Dengan demikian fungsi rahasia dagang itu adalah untuk diambil manfaat
ekonomi yang terkandung di dalamnya. Sedangkan sifat rahasia dagang

adalah dapat.beralib.atan.diatibkan A%@@ﬁéwgéd}*@@“’ﬁfiﬁlm; L3} hibake-£i)
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wasiat; (w) perjanjian tertulis,-dan (v} sebab-sebab lain yane dibenag kan
016%1 peratura@ pemndang -undangan’:

Karena 1ahas;a dagancr merupakan suatu hak milik, maka  pemilik

rahasm daga*ig berhak membm Tisensi ﬂ@p&dd orang lain'berdasarkan surat .

perjanjxan lisensi “untuk meia}\sanakaﬁ perbuatan subagmmand iaj,faknya
sebuah ‘hak milik mtelekmal : S L

.. Dalam hal i}ﬁmﬂi%\ rah:.sm dagz-mv memberi Isesm }rapada seseomnw
_atau kepada suam 'ko'fpomm maka lisensi ‘tersebut beriasmsung selama

jangka waktu hsans; dlber;}:an dan berlaku untak seiuruh W ayah Negara_

Republik Indonesia dengan ketm’iuan pem:izk rahasia dagang tefap ‘boleh
melaksanakan sendiri atau memberi Hsensi kepdda pih hak ketiga: hurmyd
wniukomelaksanakan: perbaatan sebagdmmna. layaknya seorang pemibik halk
milik - intelektual ™. :

" ‘Saut hal yang ‘penting dzpeihaukan adalah,"dan ini harus, perjanjian
lisensi dilarang memuat kétentuan yang langsung maupun tidak langsung
‘dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau
memuat "pembam’san pembaiasan yang -menghambat kemampuan: bangsa
Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologl pada unumnya
d;m rahasia dagang pada khmubnya“’ \

. Yang menjadi permasalahan adaiah adanya %\etentuan bahwa perjanjian

hsensz rahasia dagaﬂg yang tidak dicatatkan {Jddd Direktorat Jenderal Hal
Kekayaan lnteiektudi tidak mempunyai akibat hukum’ terhadap pihak
keug a’. Ketentuan tersebut tidak dtjeiask“m lebih lanjut, yang menurut
pemxk;ﬂm penulis paimg tidak dapat bertemancan dengan: (i) Tungsi hak
kekayeaan intelektual yang sifatnya bukan benda tetap, tetapi murupdkan
benda 1mmater11l dan (11} h'ak ekskinsif pemilik hah rahasia dagang.

_ Asa% hak milik menentukan bahwa pemilik, datam hal ini pemilik
hak cipia, berhak untuk menggunakan dan menikmati barang yang
dimilikinya, dan itu. pada ddeI’Hya merupakan kemerdekaan bagi pemilik
untuk berbuat terhadap bendanya, termasuk dalam hal ini pencipta untuk
me'ngekspioitasi sendiri hak ciptanya, atau menjual sebagian atau seluruh
hak ciptanya, atau memberi lisensi kepada pihak lain beseria wewenang-
wewenang yang diberikan.

17.Vide ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagarg 2000.
18.Vide ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Rahasia Dagang 2000.
19.Vide ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang 2000

21 3ide. ketentean. Pacel.. Senvat. 420 Lindang.odane,. Rahasd Daganc. 2000




o :'Seda‘ngkan asas eksklusifitas menentukan bahwa kepada pencipia
diberi hak eksklusif yang dilindungi hukum, artinya, kepemilikan atas
- suatu.ciptaan itu kepada pemiliknya. diberi hak eksklusif untuk: (i)
mengguna}(an sendiri rahasia dagang miliknya itu; atau (ii) memberi lisensi
--kepacia ‘pihak -lain; atau (iii) melarang pihak lain untuk menggunak_dn
rahasia dagang atau mengungkap rahasia dagang itu kepada pihak ketlga
untuk kepentmgan yang bersifat komersml

Kepada plhak lain yang melakukan tindak p1dana terhadap “hak
eks}dumf penmpta tersebut negara mengancamnya dengan sankst pidand
~ “penjara paling lama 2 (dva) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
30() 000. .000,- {tiga ratus juta rupiah). '

“Oleh " sebab -itu jika hak ekskhusif pencipta tersebut dmhhkan
eksploudsmya, misalnya dengan lisensi kepada pihak lain dengan wewenang-
wewenang yang diberikan, misalnya hak menuntut, maka negara seharusnya
menghormati dan melaksanakan ketentuan lisensi yang demikian itu.

Sebagai perbandingan yang baik untuk diperhatikan adalah dalam
kasus Ancher, Mortlock, Murray & Wooley Pty Ltd. v Hooker Homes Pry
Lid [1971] 2 NSW LR 278 (NSW Sup Ct., Street, J.)*'. Di dalam kasus
itu diputuskan, bahwa suatu perusahaan yang memiliki lisensi tertulis hak
cipta sound recording untuk menggunakan label yang berbeda memberikan
}\Lpada seorang hak untuk mereproduksi dalam bentuk rekaman,
mengedarkan, dan memperdagangkan rekaman suara hanya di Ausuuﬂia
Melalui ketentuan lain di dalam dokumen lisensi, perusahaan diperixumnkan
pula untuk menvapalkan langsung rekaman itu guna memenithi permmtadn
di sejumlah wilayah Australia jika wilayah tersebut tidak diedari atau t:dai\
d;pasok ke toko.

Oleh sebab itu diputuskan, bahwa dalam suatu pelisensian. penerima
lisensi eksklusif suatu hak cipta dari pemilik hak dalam hal terjadi
pelanggaran pada namanya sendiri maka lanpa gabungan dari pemilik,
gugatan yang pantas diperkenankan tanpa gabungan dari pemilik hak cipta.

- Di samping itu di dalam perjanjian lisensi (paten) secara eksklusif
di mana penerima lisensi eksklusif dapat mengajukan tuntutan hukum atas
nama pemberi lisensi tanpa memerlukan izin dari pemberi Lisensi. Selain
itu penerima lisensi eksklusif dapat mengadakan perjanjian sub lisensi
dengan pihak ketiga®.

21 The Australian Digest, Third Edition, Volume 33, A Digest of Reported Decision of the Australian
Court, LBC Information Services, 1999, hal. 45-24.

22 Insan Budi Maulana, SH. LLM.. “Lisensi Puten”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung,

Tahun 1996, hal. {0,
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Vi Kewajibaﬁ Pemﬁs%{ Rahasia. Dagang

D_i' sumpan pumﬂrk rahasia’ dagang ‘memiliki “hak® khisns aton™
exclusive right” untuk menﬁgumkan “sendiri’ atau - mémbert “izind gtats
melarang orang lain yang tanpa “persetifjuannya wenggunakn: rahasin g
dagangnya, maka: permilik rahasia-dagang harus-menjaga kerahasiann atas
informasi tersebut agar-rahasia ‘dagangnya tidak -hilang dari. 51fat raha"a, .
dagangnya -Atan; Prahasiacddgang.atal: tmformas; daangmp dugwa.,.?
kerahasiaannya apabilapemilik-atau pihak- pihak_ yang, menm&sémya telah:
melakukan upaya perlindungan melaiui Jangkah-langkah .yang. memadai,.
untuk mengaga kerahas;aan dan monopoh -penguasaannys PP,

VH Pe§anggamn Rahasm Ba«ang daza ngec@abanaya

Sebagal hak 'mzilk mtelei{tnai rahasaa aavanﬁ Juga dapar memmhulkanf:
konflik atau sengketa atau pelanggaran’ mengenal “kepemilikannya:
Pelanggaran rahasia dagang ierjadi: apabila: (1) dengan sengaja mengung-
kapkan rahasia dagang;: (i) -mengingkari ‘kesepakatan. atay- anGlﬂUE\dn}:_
kewajiban - tertulis cataw - fidak . tertulis: untuk  menjaga rahasia . damnwg'_i_
bersangkutan; atau, (11} seSeorang:: dnnwgap mehngjgar mhdsn dagang.
pihak lain: jika:ia smemperoleh; atan ‘menguasat; rahasia dagang - ie;sebuz:
dengan “cara ryang bertentangan: dengan peraturan perundang- -undangan
yang berlaki™;-Misalnya mencuri rahasia dagang. sebagaimana dmmam :
oleh: Pasal: 322 «dan 323 Kitab Undang-Undang . Hukum, P]ddl}c‘t By

Namun ada suatu pengecualian tidak dianggap sebagarp‘elﬂnggumn :
rahasia ~dagang:jika:: (i) -tindakan pengungkapan rahasia dagang atau
penggunaan rahasia dagang tersebut.didasarkan pada kepentingan pertahanan, .
keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;-(il) tindakan rekayasa.
ulang {reverse engineering ) atas produk.yang dihasilkan dari penggunaan
rahasia dagang milik - orang -lain. yang . dilakukan . semaia- mam_uu_n}ul}
kepentmgan penaembangan ‘febih ldnjut produk berscmci\utan- :

V!H Pememgssaan Gugatan Peianggaran Rahasm Dagang

Jika terjadi sengketa kepemilikan ‘Suatu rah‘asmfdag&ng,*’umumnya,:
pemilik rahasia.dagang wajib mengungkapkan setiap bagian, dari rahasia
dagang serta: proses: penggunaannya .secara- lengkap untuk  kepentingan

23.0R. Cita Citreovinda Prigpungja, S.H.. M.LP Dosen Rahasia Dagang, Program Magister Hhnu
Hukum. Universitas Diponegoro, Semarang, 1999 di dafam salah satn moedel koliahaya

24, Vide ketentuan Pasal |3 juncio Pasal [4 Usndang-Undang Rahasia Dagang 2000
e}

ILNLY. B b3 Lo LA, ”.’}’R_,””..c Db n@&ﬁb 2000,
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pembuktian status kepemilikan rahasia dagang tersebut di depan pengadilan; -
Pemilik rahasia dagang dapat diwajibkan mengungkapkan bagian atau
seluruh rahasia dagang atau proses penggunaannya dalam rangka memberi
perlmdungan bagi kepentingan masyarakat. '

Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang ’JG{)O
pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa
pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 berupa: (i) gugatan ganti rugi; danfatau (i)
penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 4,
Adapun yang dimaksud dengan Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Ddf’dnﬂ-
itu adalah: (i) menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya; (ii)
membert lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan.
rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak
ketiza uniuk kepentingan yang bersifat komersial.

“Menjadi permasalahan, mengapa gugatan pelanggaran rahasia dagang
diajukan- ke Pengadilan Negeri? Mengapa gugatan pelanggaran rahasia
dagang tidak diajukan ke Pengadilan Niaga sebagaimana kasus-kasus
pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya! Paling tidak jika pelanggaran
rahasia dagang diajukan ke Pengadilan Niaga akan menimbulkan image
masyarakat yang seragam bahkan semua kasus pelanggaran hak kekayaan
intelektual ‘yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga — .di
samping dengan cara arbitrase — karena hak kekayaan intelektual merupakan
lingkup hukum ekonomi.

Walaupun di dalam tata cara persidangan pengadilan pelanggaran
rahasia dagang tidak diatur oleh Undang-Undang Rahasia Dagang 2000,
ada baiknya pemikiran berikut disajikan dalam rangka pengadilan
pelanggaran rahasia dagang. Yaitu, persidangan pemeriksaan gugatan
pelanggaran rahasia dagang ditetapkan sebagai persidangan terbuka dengan
ketentuan tidak mengurangi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari
rahasia dagang yang bersangkutan. Untuk kepentingan pembuktian dalam
perkara pelanggaran rahasia dagang, hakim dapat menetapkan proses
persidangan untuk itu bersifat tertutup.

Dalam pemeriksaan perkara pelanggaran rahasia dagang, kewajiban
pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan
rahasia dagang yang bersangkutan, dibebankan kepada pihak yang diduga
melakukan pelanggaran apabila:

eMide-kotentan-Pasel-td-ayae-i2-Hadene-bindons-Rabsvie-Dosang-2000.
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a;_ pf{%duk yang. diha'éiikam dengan rahasia dagang tersebut merupakan.
b.:” %erdapat kemungkinan bahwa produk tersebut dihasilkan dari rahasia

dagang yang dimiliki oleh pemlhk rnhas;a dacrang atau yanz d;kuasd;
pemegaﬁg hsens; dan i . LS :

c. sekahpun ielah dﬂakukan npaya untuk 1tu, pemllsk mhdsm dagdna_'
atau pemegang lisensi tidak dapat.. menenmkan metode atau prosu{
apa yang digunakan uniuk menghasilkan ploduk ygns d:duga
memp&kan hasﬂ pelan gamn rahas:a daodl]ﬂ' ) -

Di samping 1tu untuk kepentmgzm pemdanvan dalam perkdm
Qelan gamu rahas;a dagang hak;m berwenang ' [

a, memermtahkan pemahk rahas:a daganc untuk terieblh ddhuiu
menyampaikan_dokumen yang berkaitan dengan rahasia dagangnya
_ dan bukti awal yang memperkuat. dugaannya tentang peiangga: an atas
*rahasia daganz yang d;m;hkmya

b. memeriniahkan pihak yang dxduga melakukan pelanggaran untuk
o m‘e_mbuml_kq_n bahwa produk yang dihasilkan tersebut tidak
_ 'menggunakan rahas;'a'dagang milik penggugat.

Dalam pemeriksaan perkara - pelanggaran rahasia dagang tersebut
hakim wajib mempertimbangkan kepentingan pihak yang diduga melakukan
pelanggaran untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan dokumen
maupun proses yang telah diuraikannya selama proses pembuktian di
persidangan.

Di-samping itu dengan memperhatikan tingkat kerumitan rahasia
dagang dan proses. pembuktian pelanggaran yang mermerlukan keahlian
teknis serta kebutuhan untuk tetap menjaga kerahasiaan pada rahasia
dagang bersangkutan, para pihak. dapat memilih penyelesaian perkara
melalui mekanisme arbitrase. Sedangkan tata cara pemeriksaan dan
penyelesaian perkara rahasia dagang dengan cara arbitrase dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

IX. Sanksi ’I’erhadap Pelanggaran Rahasia Dagang

'Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang 2000 ditentukan,
bahwa: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
Rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan/aian denda paling banyak Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta

ruptaliy (2 Tindak pidang sebaguiimn dimaksid aalan svar 117 mertpakan
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delik :aduan. Selanjutnya di dalam Pasal 18 Undang-Undang Rahasia
- Dagang 2000 ditentukan, bahwa: atas permintaan para pihak dalam perkara
pidapa ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar Slciang
dilakukan secara tertatup.

D1 sampmg ketentuan sanksi terhadap pelanggaran rahasia dagang
yang diancam dengan Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang 2000,
apakah ‘Kitab Undang- Undano Hukum Pidana juga dapat diberlakukan
terhadap pelanggaran rahasia dagang?

D; daiam Bab XVII Membuka Rahasia Krtab Undang-undang Hukum
) deana Pasal 322 dan PasaE 323 dltentu}\an bahwa?’:

a. Baran%:apa dencan sengaja membuka rahasia yang wajib dmmpannya

karena jabatannya atau pencahar:annya baik yang sekarang maupun

- yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
““bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah;

b.  Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan
ite hanya dapat dituntut atas pengaduvan orang itu;

c. :'Barzu}gsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang
" sesuatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia
bekerja atau dahulu ia bekerja, yang harus dirahasiakan, diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda
paling banyak sembilan ribu rupiah, dan

d. ' Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

X. Penutup

Dengan uraian yang demikian maka dapat disimpulkan, bahwa: (1)
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang te}\nologl dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena
bervund dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik
rahasia dagang; (i) Lingkup atau jenis rahasia dagang dapat berupa
metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi
lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan
tidak diketahui oleh masyarakat umum; (iii) Rahasia dagang mendapat
perlindungan hukum apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai
nilai ckonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana
mestinya; (iv} Pemilik rahasia dagang harus menjaga kerahasiaan atas

27 Moeljawne: “Undang-Undang Hukum Pidana”, Cetakan ke X, Tzhun 1978, Tanpa Penerbit.
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 informasi tersebut agar rahasia dagangnya-tidak hilang dari sifat rahasia
- -dagangnya; (v) Rahasia dagang memberikan hak khusus bagi pemiliknya

‘untuk Jmenggunakan sendiri rahasia dagang miliknya itu, atau memberi
) el "___ang p1hak ialn untuk menggtmakan rahaa,m
dacang atau menﬂungkap“'r'ahasm daganﬂ i kepada pihak ketlfra untuk
kepentingan yang bersifat komersial; (vi) Perjanjian lisensi rahasia dagang
yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
tidak mempunyal akibat hukum_ terhadap plhak ketlga dapat bertemmagan
dengan (a) fung51 hak kekayaan mtelekmai yang mfatnya bukan benda

- tetap, tetapi merupakan benda.immateriil; dan (b) hak ekskluszf pcm;hk o

“hak® rahasm dagan ’_:(vu) Gugatan pelanvgaran rahas;a dagang yang
'dla_]ukan ke Pencradﬂan”Negen ‘bukan Ke' Pengadilan N:aga merupakan
~ketidakseragaman gugatan: pelanggaran. hak kekayaan..intelektual
sebagaimana diatur. di dalam undang-undang hak kekayaan intelektual
lamnya karena hak kekayaan mtelektual merupakan lingkup hukum
.'_ekonoml (vm) Walaupun tata cara persxd&nvan penvddlian pelanggamn
rahasia daoang tidak diatur oleh Undang Undang Rahasm Dagancr 2000.
ada balknya tata cara permdancan tefsebut dibuat suaiu acuan  baku
:sehmgga proses pengadllannya men_]ada lancar NN
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